LA

WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Menpgingat

KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

habwa untuk melaksanakan ketentuarn Pasal 4 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparalur Negars den Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 temtang Penyederhanaan

Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penvederbanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas
dan Fungst seta Tata Herja Badan  Perencanzan

Pembangunan Daerah Keta Kupang;

{1

Pasal 18 ayat {6 Undang-Undang Desar Nepara
Republik Indonesia Tahun 12945;

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkar [ Kupang
{Lemmbaran Negarz Republik Indonesia Tabun 1996
Momor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2013 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5537)
sebapaimana telah diubah beberapy kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja [Lembaran NEge;t'a Republik



ndoncsia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemenntab Nomar 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
ndomesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 5887)
sfbapaimana.  telsh  diulwah  dengan  Peraturan
Pemerintah DNomeor 72 Tabhun 2019 Tentang
Perubaharn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Letnbaran
MNegnara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tembahan Lembaran Wegara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturiin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organkas pada
nstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 546);

Peraturan Dacrah BEota Kupang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang
Tahurn 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah
Kolz Kupang Nomor 273] sebagaimana telah dinbah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerabh Koma
Kupang Nomor 6 Tabun 2019 tentang Perubshan
Kedua Ams Peraturan Daerah Kota Kupang Normor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dagrah Kota Kupang [Lembaran Daerah
Kota Kupang Tehun 2019 Nomor O/, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285}



MEMUTLUSKAN:

Menstapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISAS), TUGAS DAN [FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAEFAH KOTA KUPANG.

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Fazal 1

Balam Peraturan Daerah i, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10,

171

Daerah adalah Kota Kupang

Pemerintah Deerah adglah Pemerintah Kota Kupang.

Walikota sdalah Walikota Kupang.

Selretariat Daerah, selanagnva disebut Serda adalah  Sekretariatl
Daerah Kota Kupang.

Sekretaris Daerah, selanjutnva disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
kota Kupang.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutmya disobut
Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang,
Jabaran Administrasi adalab sekelompol: jabatan vang Lensi fungsi dan
fugas berkaitan dengan pelayanan publik  serta  administrasi
pemerintahan dan pembanpunan,

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jebatan yang berisi funpgsi dan
tuges herkaitan dengan pelayanan fungsional vang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat [ungsional adalah pegawai ASN yang menduduld jabatan
fungsional pada instansi pemerintah,

Sub Koordinator adsiah pejabar fungsional jenjang ahli muda yeng
ditugaskan untuk melakasanskan scbagian tugas sang i amanatkan,
bhaik yang merupakan turnan langsiung maupun tidak langsung dar
tupas jabatan administrator di lingkup unit kerja.

Uni¢ Pelalksana Teknis Deerah yang selanjutnyva disebut UPTD adaiah
unsur pelaksana leknis daerah pade Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kola Kupang. ‘
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BAR 11
KEDUDURAN DAN STRUKTUR QORGANISASL

Pasal 2

Badan merupgkan unsur penunjang Urusan Pemerintahan  vang

men jadi kewenangan daerzh.

Budan sebapaimana dimaksud pada ayat [1) dipimpin oleh Kepala

Badan yang berkeduduk:mn & bawah dan bertanpggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretariz Daerah.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas

membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan

yang menjadi kewenangan dasrah dibidang perencanaan.

Baran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (3)

menyelenggarakan fungsi:

A penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembanguoan
cdaerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan
dacrah:

¢. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungsn
tcknis & hidang perencanaan pembangunan daerah:

d. pembinaan telnis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan perencanasn pembangunan daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan
tugas dan Fongsinya.

Pazal 3
Badan scbagaimana dimalcaud dalam Pasal 2 aval (1) merupakan Badan
Tipc A dengan susunan organisasi terdiri atas ;
A, Kepala Badam
h Sekretariat, terdini dari :
1. Sulb Bagian Umm. dan Kepegawaian; dan
2. Bub Bapian Kenanpan dan Perlenglkapam;
Bidang Ekonomi;
Bidang Sosial Budaya;
Bidang Fisik, Sarsna dan Prasarana;

-

Bidanp Data, Evaluasi dan Pengendalian;
Kelompolk Jabatan Fungsional; dan -
UPTD.

g o



(2}

{3}

{4

i

Sekretariat sebagaimana dimaksud pade azat {I) huruf b, dipimpin cleh
sekretaris yang berada di bawah den bertanggung jewab kepads Kepala
Badan.

Maging-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepalaza Badan.

Masing-masing Sub Hagian dipimpin oleh hkepala sub bagian yang
herada di bawah dan bertangpungjawab kepada Sekretars.

Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
1] tercantum dalam lampiran dan merdpakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturen waliketa ini.

BAB I
TUGAS 1IAN IUINGS]

Pasal 4

(l}Sekretariat mempunyai tugas melakeanakan keordinasi pelaksanaan

2}

(1]

(2

tupas, pembingen, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisaesi di lingkangan Badan

Untuk melaksenakan tugas Stbagaimanz dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyal fungsi:

a pelaksanasn koonlinasi kegiaten di lingkungan badan;

b, penyusunan réncana, program dan anggaran baden;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi baden yang
meliput! penyelenggaraan wurusan ketalausashazan rumah tanggg,
ketatelaksanasn, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasamas,
hulkum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan,
kearsipan dan dokumentasi;

. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan program  kerja
badan; dan

e. pelaksanaan tugas kedhinasan laimnve vang diberikan oleh atasan.

[asal &
Sub Begian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugasmelaksanakan
tugas sekrstariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Badan,
Untuk ‘melaksanakan tugas sebagaimane dimaksud pada ayal {1], Suh
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fyungs: ;



{L

2}

(1)

(2}

4. melakukan penyiapan bakan dan pelaksansan urusan kepegawaian
Badan;

b, melakukan penyviapan bahan dan  pelaksanaan urusaty,
ketatalaksanasn, kepustakaan, tiata persuraten, kearsipan dan
doRumentasi hnglkup Badan;

. melakukan penyiapan bahan dan pelaksansan wrusan hubungan
mAsyarakat dan keprotokolan lingkup Badan;

d. melakukan penviapen bahan dan pelaksanaan penat:aan organisasi
serta peraturan perundang-undangan lingkup Badan; dan

e. melaksanakan migas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal &
Sub  Bagian Keuangan dan  Perlengkapan, mempunyvai tugas
melaksanakan tugas sekretariat hngkup Keuangan dan Perlengkapan
Badan.
Untuk melaksanakan iugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Keuangan dan Perlengkap: i mempunw i funpgs::
a. melaksanakan urusan tata laksana keuangam badan;
melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaj lingkup badan;
melaksanakan urusen verifi kasi dan aluntansi badan

menyusun aporan keuangan badan;

e pop g

melakukan  penyiepan baban dan  pelaksanaan  urusan
ketatausahaan sagrama dan praserans rumah tanggn linglup badan;
dan

i melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pazal T

Bidanp Ekonomi mempunvai tuipgas melaksanakan konsolidasi, integrasi
dan sSinkTomisasi pelaksanaan peErencansan, pembinaan,
pengloordinasian dan pengendalian pembangunan ekonomi  yang
meliputi bidang investasi dan keuangan, transportasi den dunia usaha
serta ekonomi kreatil

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avar (1),
Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kepgiatan pervusunan konsep RPJPD dan REJMD

bidang ckonormi;



(1)

{2

b. pengkoerdinasian kegiatan penyusiman drait RKPD Kota Kupang
bidang ekenomi;

c. pengkoordinasian  kegiatan  penyusunan  draft kebijakan omum
APBD [KUA) dan Prieritas dan Plhiyn Anggaran Sementara (PPAS)
Kola Kupang bersama instansi terkail;

d.  penghkoordinasian kegiatan asistensi RKA dan DP&  Perangkat
daerah/funit kerja terkait;

e. pelaksansan konsultasi ‘teknis secara vertikal denpan [Institusi
tingkat provinsi maupun pusat

I pelaksansan repat koordinasi bidang ekonomi;

g. pelaksanaan pengawasan, pengendalinn, evdluss! dan  pelaporan
pelaksan2an kegatan o bidang ekonomi; dan

h  pelaksanazn tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh stasan.

Pasal &
Bidang Sosial Budaya mempunyal tupas inelaksanakan  konsolidasi,

integrasi dan  sinkronisas! pelaksanaan  perencangan, pembinaan,

penglkoordi nasian dan pengendalian pembangunan bidang sosial dan

budaya yang meliputi pendidilcan dan kesehatan, pernerintahan serta

kependudukan dan kesejahteraan sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aysr (1),

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian kepiatan pemyusunan konsep RPJPD dan RP MDD
bidang sosial budaya;

b pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft REPD Kota Kupang
bidang 3osial budays;

¢. pengkoordinasian kegiatan penvusunan draft kebijakan umum
APBD [KUA| dan priorilas dan plliyn enggeran sementara [PPAS)
Kotz Kupang bersama instansi terkait;

d pengkoordinasian kegiatan asistensi REKA dan DPA  peranglart
daerah/unit kerja terkait;

e pelaksanzan konsultasi telmis secara  vertikal dengan  institusi
tingkat provinsl meupun pusat;
‘pelaksanaan rapat koordinasi bidang scsial budava;

& pelaksanean pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang sosial budaya; dan

h pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yvang diberikan olfh atasan.



(1)

(2]

1}

4]

Pasal &

Bidane Fisik, Sarana dan Presargne mempunyai tugas melaksanakan
konaolidasi, integrasi fdan sinkronisasl pelaksanaan  perencanaan,
pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan bidang
fisik, sarana dan prasarana yang meliput infrasiruklur dan penataan
ruang, lngkungan hidup dan  kebersihan, serta perumahan rdan
permulkiman.

Untuk melakaanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang fisik, sarana dan prasarana mempunyai fungsi:

a penghoordinasian lkegiagtan penyusunan konsep RPJPD dan RRJMD
hidang Aaik, sarana dan prasérana;

b penglkoordinasian kegiatan penyusunan draft RKPD Kota Kupang
bidang fisik, sarana dan prasarana;

. pengkoardinasian kegiatan penyusunan draft kebijakan ‘umum
APBD [KUA) dan priorita® dan plalon anggaran sementara (PPAS)
Kota Kupang bersamea mstansi terkait;

d. pengkoordinasian kegiatan asistensi RKA dan DPA  Perangkal
daerah/umt kerpa terkai;

e pelaksanaan konsultasi teknis secara wvertikal dengan Institusi
tingkat provinsi meupun pusat;
pelaksanaan rapat koordinasi bidang fisik, sarana dan prasarana;

g pelksanann pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelapeoran
pelaksanaan kegiatan di bidang bidang [isik, sarzna Jdan prasarana;
dan

h pelakzanaan tugas kedinasan leitnya sang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Bidang Dara, FEvaluesi dan Pengendalian mempunyai  tugas

melaksanakan konsolidasi, ‘ntegrasi dan sinkronisasi pelaksanaan
perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang
dala,evaluasi dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang data, evaluasi dan pengendalian mempunyai fungsi

a pengkoordinssian kegiatan penyvusunan konsep ERJWPD dan FPAMD

meliputi data, cvaluesi den pengendalisn;
b pengkoordinasian kegiatan penyusunan draft RKFD Kotz Kupang

bidang deta, evaliasi dan pengendaliarm;



(1}

2}

(3

|1}

& pengkoordinasian kegisfan penvusunan draft kebij umum
AFBD (KUA| dan priontas dan piafon anggaran sementara (FPAS)
Kota Kupeng bersama instansi terkail;

d, pengkoordinasian kegiatan asistensi RKA dan DPFA  peranglar
daerah/unit kerja terkait;

e pelaksanaan konsulitasi teknis =ecara  vertikal dengan  institusi
tingkat provingi mau pun pusat;

f. pelaksanaan rapat keordinasi hidang data, evaluasi dan
pengendalian;

g pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan i bidang data, evaluasi dan pengendalian,
dan

h. pelaksansan tugas kedinasan lainnya yang diberkaan oleh atasan,

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 11
Pada Badan dapat dibentuk UPTD terientu  untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/alau kegialan tekmnis penunjang vang
menjadi kewenangan,
UPTD sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan, bagian dari
perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Ketentuan Ichih lanjut mengenai nomenklatur, jumlsh dan jenis,

susunan organisasi, tigas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah den bertanggong jawab
secara langsung kepada pejgbat tngg madya, pejbat pimpinan tinegi
pratema, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki
keterkailan dengan pelalesanuan tugas jabatan fungsional, .



(2)

3

)

(1

(2

Penentuan berkedudukan den bertenggung jawab secara lanpgsung
sebagairnans. dimaksud pada ayat {I} disesuaikan dengan strukrur
organi.sagl.

Kelompolke Jabatan Fungsional dipithpin oleh sub koordinator jabaran
fungsional yang ditetapkan cleh pejbat pembina kepegawaian atas
usulan pejpbat yang berwenang. |

Bub Koordinalor sebagaimana «imaksud pada ayat [3) melaksanalkan
tugas  penyUsunan  rencand, pelaksanaan  dan pengendalign,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan padas satu kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan
edministrator

Sub Koordinator sebagaiman dimaksud pada ayat (4), terdir atas:

a Sub koordinator substansi perencanaan, évaluasi dan pelaporan;

b, Sub koordinator subslansi kenangsn dan imvestas;

Sub koerdinator substanai transportasi dan dunia usaha;

Sub keordinator substansi ekonomi kreatif,

Sub koordinator substapai pendidiken dan Kesehatan;

Sub koordinator siibstansi pemerintahan;

Sub koordinetor substansi kependudukan dan kesejahteraan sosial,

FMw o op D

Sub koordinator substansi infrastruktur dan penatean ruang;

(=1

Sub keoordinator substansi lingkungan hidup dan kebersihan;
Bub koordinalor substansi perumahan dan permukiman:

e

k. Sub knordinator substansi data;
1. Sub koordinator substansi evaluasi: dan
m. Sub koordinator substensi pengendalian.

BAR V]
TATA KERJA

Pagzai 13

Dalam melaksanakan tugasnya, seudap unsur organisasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungsn masing-masing maupun antar sefuan organisasi i
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain & luar
pemerintah daerah sesual dengan tugas masing-masing.

Setiapy unaur organigasi walb mengawasi bawahannya masing-masing
dan hila terjadi penyimpangan agar mengambil lanhgiah — langkah yang
diperlukan sesusi dengan peraturan perundeng-undangan.



(3

(4

(S}

(5}

(7)

Sefiap unsur organisas! wajib bertanggung jawab memimpin  dan
mengkooTdinasikan bawahannva masing-masing dan memberikan
bimlyingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanmy:

Setiap unsur organisasi wafbh mengikuti dan mematubi petunjuk yang
diberikan dan bertanggungjavvab kepads atazan masing-masing  serta
menyiapkan dan menvampaiken laporan balk insidentil maupun
berkala pada waktunya,

Setiap laporan yang diterima oleh setizap unsur organisasi dari
bawahannya wajh <dalabh dan thpergunskan sebagai baham unwk
penyusunaen laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan

Setiap laporan yeang disampaikkan kepada atasan, tembusan laporan
wajib disiimpaikan pula kepada satuan organisas! Jmnnya vang sccara
Fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi wajb mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan masing-masi ng,

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada sast Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetep
melaksanakan tupgasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan peraturan Walikots ini



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 15
Peda saat mulai beriskunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikoia
Kupang MNomor 55 Talun 2816 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi scrta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunarn
Dagrah ¥ota Kupang (Berita Desrah Kota Kupang Tahun 2016 Nomar 248)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pagsal 16

Peraturan ‘Walikola ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Kupe ng.

Ditetapkan di Kupang
ggal 31 Desember 2021
’u-"WAl.-l KUFAN(‘
(+JEFRSREON R RIWU KORE

Diundanglkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021
TARIS DAERAH KOF) KUPMWNG,

s L
F;;Hm{y;y f;F]ESTLEY FUNAY
BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 574
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